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BUPATI NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI NATUNA 
NOMOR 35 TAHUN 2023 

TENTANG 
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RESIKO 

 

DENGAN RAHMAH TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NATUNA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penjaminan 

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas Pemerintah 
Daerah dilaksanakan penilaian terhadap ekonomis, efisiensi, 
efektivitas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan 

hasil penilaian risiko melalui audit kinerja berbasis risiko; 
 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Audit kinerja 
merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Natuna tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis 

Risiko; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6010); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN AUDIT 

KINERJA BERBASIS RISIKO. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Natuna. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Natuna. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 
Natuna. 

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, 
unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, 
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Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten. 

8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang. 
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan konkuren. 

10. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan 
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas. 

11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya 

disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan 
tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek 

pengawasan, dan jadual pengawasan. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana 

pembangunan Daerah yang merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan 

Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber 

daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang 
digunakan untuk menghasilkan output. 

15. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang 
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas 

input. 
16. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang 

menggunakan input untuk menghasilkan output. 

17. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai 
melalui output. 

18. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target 
yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 

keluaran (output) dengan hasil (outcame). 
19. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 
20. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas 

dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman teknis bagi APIP pada Inspektorat agar memiliki 
kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar 

audit dalam melaksanakan Audit Kinerja. 
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Pasal 3 

Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan 

masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan 
perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/ 
memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan 

pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi. 
 

BAB II  

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Sistematika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis 
Risiko ini adalah sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan 
 Bab ini membahas latar belakang dan Grand Design Audit 

Kinerja Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP; 
Pengertian, karakteristik, tujuan dan ruang lingkup audit 
kinerja serta tahapan, metodologi dan kompetensi kebutuhan 

SDM dalam melakukan audit kinerja; Penjelasan mengenai 
pemilihan dan penetapan indikator kinerja serta konsep 3E. 

b. BAB II Perencanaan Audit Kinerja 

 Bab ini membahas mengenai persiapan, penentuan tujuan 
dan ruang lingkup audit kinerja; pemahaman proses bisnis 
auditi, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain 

pengendalian utama; Kesepakatan penetapan indikator 
kinerja, bobot penilaian dengan auditi dan dituangkan 
dalam Berita Acara Kesepakatan dan penyusunan PKA. 

c.  BAB III Pelaksanaan Audit Kinerja 

 Bab ini membahas mengenai pengumpulan dan pengujian 
bukti atas penetapan indikator kinerja yang telah disepakati 

serta pelaksanaan PKA Pengujian dengan menggunakan 
teknik audit dan teknik sampel yang memadai; Melakukan 
pengujian bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan 

capaian hasil kinerja serta mengidentifikasi penyebab 
capaian kinerja yang tidak optimal dengan melakukan 

pengujian atas risiko utama dan efektivitas pengendalian 
utama; Menyusun temuan dan simpulan hasil audit yang 
didukung dengan pendokumentasian hasil audit. 

d. BAB IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut 

 Bab ini membahas mengenai pengkomunikasian hasil audit 
yang dilakukan pembahasan bersama dengan auditi dan 
dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan. Setelah itu, 

dilakukan penyusunan dan penyampaian hasil laporan 
pengawasan yang disertai dengan monitoring tindak lanjut 

hasil audit. 

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 136 Tahun 2022 tentang Audit Kinerja Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2022 Nomor 221) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

 

Ditetapkan di Ranai 

pada tanggal 27 September 2023 
 
BUPATI NATUNA, 

 
ttd          

 
WAN SISWANDI 

Diundangkan di Ranai 

pada tanggal 27 September 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 
ttd                   

 
BOY WIJANARKO VARIANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 275 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

SUHERMAN, SH, 
NIP. 197203172000121002 


